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TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMRINTAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor

1

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan
bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik disetiap
Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi
dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan
informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap
orang;

Bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat tepat dan
sederhana dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik,
perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dan
ditetapkan dengan Keputusan PPID Utama ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan PPID Utama
tentang Informasi Publik Yang dikecualikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangli;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72;
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 39).
MEMUTUSKAN :

Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan daftar
sebagiamana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam
diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, petugas informasi di setiap




KETIGA

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli, 4 Agustus 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Dinas Koemunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten-Bangli

omagMlurditha, S.Kom., M.Eng
11990827 200501 1003




DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

KONSEKUENSI
BATAS WAKTU
NO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN AKIBAT BILA DIBUKA MANFAAT JIKA DITUTUP
UU No 14 Tahun 2008 selama berita masih dapat membahayakan melindungi pertahanan dan
1|Berita Sandi tentang KIP, pasal 17 . . pertahanan dan gt b
bersifat rahasia keamanan negara
huruf ¢ angka 6 keamanan negara
selama
UU No 14 Tahun 2008 pengungkapnnya dapat membahayakan melindungi  pertahanan  dan
2|Spesifikasi khusus persandian tentang KIP, pasal 17 bahavak pertahanan dan keamana% nepara
huruf ¢ angka 6 :;nem anhayaxan keamanan negara g
eamanan negara
UU No 14 Tahun 2008 selama dapat mbahayaka
ahun pa me ayakan . .
3|Perangkat khusus persandian tentang KIP, pasal 17 peng:nﬁkapanya pertahanan dan Lr:;llnrl::\:alnepz:t:hanan dan
huruf ¢ angka 6 :(nem aaaya an keamanan negara 9
eamanan negara
selama
UU No 14 Tahun 2008 dapat membahayakan . .
engungkapnnya
4|Kunoi Sistem sandi tentang KIP, pasal 17 pengungiapnry pertahanan dan :\ee;lnrlzt:;?‘lnepgrr‘;ahanan dan
huruf ¢ angka 6 membahayakan keamanan negara g
keamanan negara
Penempatan jaringan , peralatan sandi dan No 14 Tahun 2008 selama d bahavak
UU No anun pengungkapnnya apat membahayakan melindungi  pertahanan dan
5 tentang KIP, pasal 17 bahavak pertahanan dan keamanan hegara
) ) huruf ¢ angka 6 membanayaxan keamanan negara 9
tempat kegiatan sandi keamanan negara
UU No 14 Tahun 2008 s‘;':’?; ooy |d2Pat  membahayakanl Lo orohanan  dan
6Jalur komunikasi VVIP tentang KIP, pasal 17 f;ergbaga gka?\' pertahanan dan keamanaﬁ nepara
huruf c angka 6 keamananynegara keamanan negara 9
selama
UU No 14 Tahun 2008 dapat membahayakan : .
engungka
7|Frekuensi Radio Komunikasi tentang KIP, pasal 17p ngungrapnnya pertahanan dan melindungi _pertahanan  dan
membahayakan keamanan negara

huruf c angka 6

keamanan negara

keamanan negara




selama

UU No 14 Tahun 2008 dapat membahayakan . :
pengungkapnnya
8|Skema Pengalamatan IP Internal tentang KIP, pasal 17 pertahanan dan Lr:—:;;:(;ﬁr;%lnengahanan o
huruf ¢ angka 6 membahayakan keamanan negara g
keamanan negara
selama )
UU No 14 Tahun 2008 dapat membahayakan . .
k
9|Denah Fisik Data Center/Server room tentang KIP, pasal 17 pengunﬁ ap:nya pertahanan dan kmeea"rrr\lglrjmg?ul nepz:taahanan dan
huruf ¢ angka 6 membahayakan keamanan negara g
keamanan negara
UU No 14 Tahun 2008 selama dapat bahayak
0 ahun apa membahayakan . .
10|Log aktifitas lalu lintas jaringan/traffic log  |[tentang KIP, pasal 17 penggnﬁkap:nya pertahanan dan kmetjxc;ﬁram%lnep::taahanan dan
huruf c angka 6 :1em EnayaRan keamanan negara g
eamanan negara
" selama 3 W
UU No 14 Tahun 2008 apat membahayakan . .
. kapn
11|Data. pribadi masyarakat tentang KIP, pasal 17 pengunﬁ apknya pertahanan dan rkr;eal::z:r;alnepz:;ahanan van
huruf c angka 6 membahayakan keamanan negara g
keamanan negara
selama
UU No 14 Tahun 2008 dapat membahayakan . .
12|Data transaksional pelayanan publik tentang KIP, pasal 17 pengUagREprnye pertahanan dan RSN PRfSanan Gan
membahayakan keamanan negara
huruf c angka 6 SR f— keamanan negara
UU No 14 Tahun 2008 . .. |dapat membahayakan . .
13|Rahasia Pribadi tentang KIP, pasal 17 selama benta. Mmasih pertahanan dan melindungl peftahanan dan
bersifat rahasia keamanan negara
huruf ¢ angka 6 keamanan negara
Memorandum atau surat antar-badan UU No 14 Tahun 2008 : . |dapat membahayakan . .
14|publik/intra-badan publik yang menurut tentang KIP, pasal 17 SERCIRIE I, IS pertahanan dan plindlng] perGlEGan  gan

sifatnya dirahasiakan

huruf c angka 6

bersifat rahasia

keamanan negara

keamanan negara

Pejabat Pengelola _lnfbfmqgiFdé’,‘nqukumentasi (PPID) Utama
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NIP. 19/
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